PEMERINTAH KOMOMADYO DACRNH TINGKAT il
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYN DAERAH TINGKAT I MOJUKERTOQ
NOMOR 12 TAKUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BAERAH
KOTAMADYO DAERAH TINGKAT T1 MOJOKERTO
TAHUN ANGLARAN 1998/ 1999

DEMGAN  HaHMAT FUHAGHN  YANG MAHE  ESA
WALIKOTAMADYA  KEPALS  DofRAH  TINBKAT 11 MOJOKERTO

Menimbang :  a. bahwa dengan adanya penambahan darm atau pengurangan
finggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang ditetap—
kan dengan Peraturan Daerah Yotamadya Dasrah Ting-
kat [I Mojokerto Nomor 1 tahun 19%3 tentang Peneta—
pan  Hnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
fnggaran 1998 / 1997, maka perlu dilakukan peruba-
bam fingaggaran Daerah

b. hahwa perubahan Hinggaran Pendapatan dann Belanja
Naerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1750 tentang PFem—
bentukan Daerah Kota Keecil dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 5 VTahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah { Lembaran Negara Republik
Indonesia TYahun 1%74 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 037 F-

3. Undang—undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan  Bangurnon | Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985  Momor OE ) sebagaimana telah diubah
dengan Undang—uindang Namor 12 Tahun 1994 tentang
Perubaban atae imdang-undang Nomoar 12 Tahun 19895
tentang Phajak Bumy dan Hangunan

. Updang--undang Namor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah  dan Retribus: Daerah {Lembaran Megara Repu-
blik Indonesia Tahun 1997 Namor 43, Tambahan Lemba-—
ran Negara Hepublik Indoresia Nomor 3685) H

3. dndang-undang Namor 21 Tahun 1997 tentang Uea Pear-—
alehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tasbchan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36683 ;

4. Peraturan  Pemerintah Nemor 5  Tahun 1975 testang
Pongurusan, Pertanggurng Jawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah { Lembaran NMegara Republik Indonesia
Tabun 197% Nomor 5 ) ;
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Peraturan Poocrintah Nomor & Tahun 12753 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanjia Daerah,
Pelaksanasn Teata loaha Kewvangan Dasrah dan Penyusu—
nan Perhi:tungan Gnggaran Pendapatan dann Belanja
Daprah { Looharen fegara Republik Indonesia  Tahun
1979 Nomor A 7

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1738 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerabt Tingkat (1
Mojokerto { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1782 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesia Nomor 3242 } ;

Peraturan Pemerintab Nomor 19 Tabun L5, coentang
FParak Dasrah {Lembaran Negara Republi:y indonesia
Tatwn 1997 Tahun 1997 Nomor 54, TYTambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3691) 5

Peraturan Pemerintah  Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Namar 99, Tambahan Lembaran Negara Repu-—
bBlik Indonesia Nomor 34692) H

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Yabun 1997 tentang
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor {Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 1997 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3623} 3

Peraturan Menter: Delam Negeri Nomor 11 Tahun 19735
tentang Contob contah Cara  Penyusunan Anggaran
Pendapatanr dan Helangja Daerah, Pelaksanaan Tata
YUsaha Keuangan Daerah dan Penyvusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B Tahun 1978
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada
Daerah  ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985
tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak
Bumi dan Bangunan ;

Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Baerah sebagaimana telab diubah dengan Peraluran
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 19946

Peraturan Menteri DAlam Negeri Nomor 95 Tanun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gantli
Rugi ¥Keuangan dan Barang Daesrah

Peraturan Menteri Dalam Neger:i Nomor 7 Tabhun 1997
tentang Fengelolaan Barang Pemerintah Daserah ;

Keputuzan Meonieri Dalam Negeri Nomor 370 -360 Tahun
1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah  dan
Pengendalian Kredit fAnggaran 3

Keputusan Mentsri  dalam Negeri Nomor 24 Tabun 1784
tentang Langkal Pertama Pensinkronisasian  Anggaran
Fendapatan dan Helanja Daerah dengan finggaran  Pen-
dapatan dan Belanja Negara 3



20. Keputusan Menter: Dalam Negeri Nomor 9031314 Tahan
17983 tentang Penysmpurnaan Bentuk dan Susunan  Peru-
bahan Anggacan Pondapatan dan Belanja Daerah  seba-
gaimana telash diobah dengan Keputusan Menteri  Dalam
Neger: Nomowr Y03-417 Tahun 1988

21, Keputusan  Monter iam Megeri Nomor 51 Tahun 1985

tentang Prtos ol Pongelolaan Pendapatan Daerah Hasil
FPajak Bum. dan Donounasn g
22. Keputusan Mesiteri Doiam Negeri Nomoe 703 — 379 Tahun

1987 tentarg Penggunaan Sistim Digit Dalam Pe-
laksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah

23. Keputusan Menleri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1999
tentang Bentuk Hentuk dan Susunan finggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah 3

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Naomor 1 Tahun 1998
tenteng Pedoman Penyusunan fHnggaran Pendapatar  dan
Belania Naerah Tahun Anggaran 1798/199%.

25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkabt 11 Mojo—
kerto Nomor 1 ftabun 1998 tentang Penstapan Onggarati
Pondapatan  dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat IT Mojokerto Tahun Anggaran 1998/199%

24, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat IT Mujokerto Nomor €1 Tabhun 1997
tanggal iontang Poraturan Tata Tertib Dewan Per—
wakilan Rakyat Dacrah Kotamadya Dasrah  Tingkat 11
Mo ioherta.

Memperhatikan * Hicalabh Fanat Paripurng Dewan Perwakilan Rakyat Dae—
rah Kotamadya Tasrah Tingkat I1 Mojokerto mengenal
pembahasan Hancarngan Peraturan Daerah tentang Peru-—

bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata—
madya Daerah Tinghat !'I Mojokerto Tahun  OAnggaran
i998/1999,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah iotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSDSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KDTAMADYA DACRAH  TINGKAT Il MGJIO~
FKERTO  TENTANG FPERUBAHAN ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN
BELNANIA DAERNH KUTAMADYA DAERAH TINGKAT IT MOJOKERTO
TABUN ANGGARAN 199871999,

Pasal 1

{1} finggaran Pendapatan Daerah Tahun Miggaran
19928/199%, semula berjumlah Rp 15.895. 714, 400,00
bertambabh cozjumiah Rp. #4.971.591.330,00 sehingga
menjad: fip. Z0.HL7.I38.730,00

Bolamja daerah Tahun Anggaran
1998/1979, wil= berjumlah Rp 15.895.744.400,00
bertamban Junlab Bp. A4.971.594.330,00 sehingga
menjadi . Y0267 .338.730,00 dengan  rincian
cebagai boerioah =

i3 fOnggaran




a.

(23

€3}
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(1)

(1)

(2}

Belanja Rutin sebelun perubahan Rp. 10.385.254.400,00
Bertambah, ........ creacuasnaws Rp.  3.249.333.43G,00

Belanja Rutin setelab perubahban Rp. 13.634.587.830,00

Helanijia Pembangunan sebelum

perubahan .. .. ..... craranunen-- RO, D.BIG AR 0U0,00
Bertambah, ........ e m e aam e - p. 1,722 260.900,00
lelania Pembangunan setelah

perubahan - . ... ...l oo ren-e Rp. 7.232.750.709,00

fasal 2

Ringkasan Pcrubahan finggaran Pendapatan dan Belanja
Paerain dimaksud dalam Pasal @, sebagaimane Lercantum
dalam tampiran I Peraturan Dasrah ini H

Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan
dimaksud dalam Pasal I ayat (1) sebagaimana tercan—
tum dalam Lampiran 11 Peraturan Daerah ini 3

Hinciran pEnambabhans/pengurangan Anggaran Belanja
Futin dimsaksud dalam Pasal 1 ayst (2) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1Y Peraturan Dasrab ini H

Hincian penambahan/pengurangan  Anggaran Helanja
'embangunan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai-—
mana tercantum dalam Lampiran IV Poraturan  Daerah
LA .

Pasal 3

fAnggaran  Pendapatan Bagian Urusan Kas  dan Ferlil -
tungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula  berjumlah
R, 3.341 3537 .503,00 berkurang sejumlan
Rp. 511.062.200,00 sehingga menjadi

Rp. Z.83Q0.275.303,00 ;

Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud
pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran V Peraturan
Daerah ini.

Pacal #
Anggaran HBelanja Bagisn Urusan Kas dan Perhitungan
Tahun Aniggar an 1998/1999 semtla berjumliab
Rp. 3.341.537.003,00 berkurang sejumlah
Ry U411, G670 200,00 sehingqa menjadi

Rp. 2.830.275. 303,00 H
Rincian penambaban/pengurangan belanja dimaksud pada

ayat (1) masing-macing dimuat dalam Lampiran VI
Foraturan dasrah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal

3

dan Pasal 4 merupakan bagian vang tidak ‘terpisaibkan

dan Peraturan Daerah ini.

- o



